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Abstract

The KOTAKU (City Without Slums) program is one of the government’s efforts to accelerate the
handling of slum settlements with the aim of increasing access to infrastructure and basic services in settlements
and improving the welfare of people in urban areas. The KOTAKU (City Without Slums) program has been
implemented in Pekanbaru City, one of which is in Tanah Datar Village, Pekanbaru City District. This research
uses quantitative research methods by determining a number of samples and populations which are used as sources
of data or information in the samples drawn or determined from a number of studies. The data collection techniques
used were interviews, questionnaires, observation and documentation. From the results of the recapitulation of
respondents, the results of the recapitulation from Public Housing and Settlement Area Service employees were
in the Implemented category with a percentage of 75%, Sufficiently Implemented with a percentage of 25%, and
Not Implemented with a percentage of 0%from these results it was concluded that this program was implemented
with a percentage of 75%. Meanwhile, the recapitulation results from the community in Tanah Datar Subdistrict
were categorized as Implemented with a percentage of 45% ,for the Fairly Implemented category with a percentage
of 41%, and not implemented with a percentage of 14%, From these results it can be concluded that this program
is quite successful with a percentage of 45%.

Keywords: Evaluation, Slum Free City Program (KOTAKU)

Abstrak
Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) merupakn salah satu upaya pemerintah dakam percepat

penanganan permukiman kumuh yang tujuannya untuk meninhkatkan akses terhadap infrastruktur
dan pelayanan dasar di permukiman dan meningkatkan kesejahteraan masyrakat di perkotaan.
Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) sudah terlaksana di Kota Pekanbaru salah satunya di
Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota. Penelitian ini menggunakan metode penelitain
kuantitatif dengan cara menetapkan sejumlah sampel dan populasi yang dijadikan sumber data atau
informasi dalam sampel ditarik atau ditetapkan dari sejumlah penelitian. Teknik pengumpulan data
yang digunakan yaitu dengan cara wawancara, angket (kusioner), observasi dan dokumentasi. Dari
hasil rekapitulasi responden hasil dari rekapitulasi dari Pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman dalam kategori Terlaksana dengan jumalh persentase 75%, Cukup Terlaksana
dengan jumlah persentase 25%, dan Kurang terlaksana dengan jumlah persentase 0%, dari hasil ini
maka diambil kesimpulan program ini Terlaksana dengan jumalah persentase 75%. Sedangkan hasil
rekapitulasi dari masyarakat Di Kelurahan Tanah Datar dikategorikan dengan penilaian Terlaksana
dengan persentase sebesar 45%,untuk kategori Cukup Terlaksana dengan persentase sebesar 41%, dan
belum terlaksana dengan persentase sebesar 14% dari hasil ini diambil kesimpulan program ini Cukup
Terlaksana dengan jumalah persentase 45%.

Kata Kunci : Evaluasi, Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
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Pendahuluan

Administrasi adalah salah satu cabang ilmu social, administrasi juga sebagai salah satu
fenomena ata ciri masyarakat modern, secara gambaran administrasi yaitu suatu bentuk daya
dan upaya manusia yang kooperatif yang mempunyai tingkat rasionalitas yang tinggi.

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi Riau, Indonesia.

Pekanbaru menjadi salah satu Kota Metropolitan di Indonesia, perkembangannya terjadi
dengan cepat atau semakin tinggi dengan pertumbuhan penduduk yang semakin hari
semakin bertambah dengan cepat di Kota Pekanbaru.

Perumahan dan permukiman adalah jenis pembangunan sekunder yang terus
ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan dengan terarah, terpadu, dan terencana, maka
dengan demikian perumahan dapat diartikan dengan kata lain sebagai kelompok rumah yang
fungsinya untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan
prasarana lingkungan bertujuan agar lingkungan tersebut menjadi lingkungan yang sehat,
aman, tentram, dan berfungsi bagaimana yang telah diharapkan. Sedangkan permukiman
adalah salah satu bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung yang baik berupa
kawasan perkotaan ataupun kawasan pedesaan yang mempunyai fungsi sebagai lingkungan
tinggal atau lingkungan hunian, dan sebagai tempat yang mendukung kehidupan dan
penghidupan.

Permukiman Kumuh telah menjadi salah satu tantangan terkhusus bagi pemerintah,
khususnya bagian daerah yang menjadi pertumbuhan penduduk yang sangat pesat.
Perkumiman kumuh sendiri dapat diartikan sebagai lingkungan yang kualitas huniannya
sangat tidak layak untuk dihuni.

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) salah satu program pemerintah untuk
melestarikan masyarakat. Program Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam menangani di bidang
social adalah menangani pembangunan serta penanganan permukiman kumuh dan dalam
bidang ekonmomi bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan menangani
kemiskinan. Dari program KOTAKU terlihat sejumlah masyarakat yang memiliki jiwa simpati
terhadap lingkungan yang menjadi kawasan kumuh perkotaan.

Ada banyak faktor mempengaruhi terbentuknya kawasan kumuh di perkotaan
khususnya di Kota Pekanbaru sebagai berikut :
1. Faktor Urbanisasi dan Migrasi Penduduk
2. Faktor Lahan di Perkotaan
3. Faktor sarana dan prasarana dasar
4. Faktor social ekonomi
Ada beberapa aspek yang bisa dilihat tentang kawasan permukiman kumuh dalam
kota, di antara lain : karakteristik fisik, social ekonomi, dan budaya. Menurut karakter fisik
lingkungan, social ekonomi dan budaya pada kawasan permukiman kumuh antara lain
sebagai berikut :
1. Perumahan yang tidak teratur.
Tingkat kedatan penduduk yang tinggi.
Fasilitas dan sarana lingkungan yang tidak memadai.
Tingkat pendapatan masyarakata yang rendah.
Sebagian penghasilan penghuni tidak tetap.
Tingkat pengangguran yang tinggi.
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7. Tingkat kerawanan social dan kriminalitas cukup tinggi.

oo

Masyarakat terdiri dari berbagai suku bangsa dan golongan.

9. Status lahan legal yaitu permukimanyang umumnya terletak pada aera perencanaan
perkotaan, sedangkan status yang tidak legal adalah perumahan yang berada di
lahan yang diperuntukkan bukan untuk permukiman.

Sementara permukiman yang bisa dikataka bersih dan layak untuk dihuni atau
permukiman yang sehat merupakan pemukiman yang telah tertata dengan kerapian
pembangunannya sesuai dengan yang telah direncanakan, serta permukiman yang
mempunyai aksesebiliti dengan baik. Berikut beberapa kriteria permukiman yang layak untuk
dihuni dan sehat antara lain sebagai berikut :

1. Tidak terganggu oleh polusi (air, udara, suara).
Tersedianya air bersih.
Memiliki kemungkinan untuk perkembangan pembangunan.
Mempunyai aksesibilitas yang baik.
Mudah dan aman mencapai tempat kerja.
Tidak berada dibawah permukaan air setempat.

NSl LN

Mempunyai kemiringan rata-rata.

Tujuan umum program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan
pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung perwujudan
permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Dalam tujuan umum
tersebut terkandung dua maksud. Pertama, memperbaiki akses masyarakat terhadap
infrastruktur dan fasilitas pelayanan di permukiman kumuh perkotaan. Kedua adalah
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perkotaan melalui pencegahan dan peningkatan
kualitas permukiman kumubh, berbasis masyarakat, dan partisipasi pemerintah daerah.

Lokasi kawasan kumuh yang telah ditetapkan dalam kebijakan Walikota Pekanbaru
berdasarkan atas Keputusan Walikota Pekanbaru No 703 Tahun 2021 tentang perubahan
keputusan Walikota Pekanbaru No. 878 Tahun 2017 Tentang Penetapan lokasi perumahan
dan kawasan permukiman kumuh Kota Pekanbaru, ditetapkan bahwa luas kawasan kumuh
yang ada di Kota Pekanbaru mencapai 113,56 Hektare yang terdiri dari beberapa Kecamatan
dan Kelurahan Sedangkan Kecamatan Pekanbaru Kota memiliki luasan kawasan kumuh
sebesar 20,30 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel I
Penetapan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kecamatan Pekanbaru Kota Kelurahan
Tanah Datar Kota Pekanbaru

No. Kecamatan Kelurahan Luasan Kumuh Total Luasan
Per /kelurahan | Kawasan Kumuh
1 Suka Ramai 6,60 Ha
2 Pekanbaru Tanah ]?atar 6,30 Ha 20,30 Ha
3 Kota Sumahilang 3,10 Ha
4 Kota Baru 4,30 Ha
Sumber : Keputusan Walikota Pekanbaru No. 703 Tahun 2021 tanggal 30 September 2021 Kota
Pekanbaru.
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Kecamatan Pekanbaru Kota adalah salah satu Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru
yang dimana titik wilayahnya terdapat permukiman kumuh. Titik pemukiman kumuh di
Kecamatan Pekanbaru Kota ini terletak di 6 Kelurahan antara lain sebagai berikut simpang
empat, sumahilang, tanah datar, kota baru, kota tinggi, dan sukaramai tetapi dar beberapa
kelurahan tersebut terdapat 4 kelurahan yang terdata sebagai wilayah kawasan kumuh .

Tabel 2
Pengurangan Kumuh Kota Pekanbaru Di Kelurahan Tanah Datar Dari Tahun 2017 s/d
Tahun 2021
3 =
A~ <
< g 2 Pengurangan Kumuh
ES| 3
No | Kecamatan | Kelurahan Q § f_
g o 3 B ® o o | —~ |Belum
] 3 = = = S | S |tuntas
5 e « « « « «
N
Sukaramai | 6,60 1,83 0,68 4,10
Ha
Tanah 6,30 242
2 7
, Kota Datar Ha (20,30 0,20 | 3,68
Pek i H
ekanbaru | Sumahilang | 3,10 a 088 | 141 0,36
Ha
Kota Baru | 4,30 128 125 0,18
Ha
20, 30
Total 203Ha |/ 7203 (584 |141 |o68 125 |79
Sumber : Keputusan Walikota Pekanbaru No. 703 Tahun 2021 tanggal 30 September 2021 Kota

Pekanbaru.

Terlihat pada tabel diatas Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota
mempunyai luasan kawasan kumuh sebesar 6,30 Ha, sedangkan kawasan kumuh yang belum
tuntas sebesar 2,42 Ha.

Permukiman kumuh dilihat dari lokasinya yang dibedakan menjadi permukiman
kumuh di tepian jalan, drainase kota, dan tengah kampung. Kelurahan Tanah Datar
merupakan salah satu wilayah dengan luasan 23,17 Hektare. Pada tahun 2017 hanya 2.8
Hektare wilayah kawasan yang kumuh, sementara pada 2021 bertambah luas menjadi 6.8
hektare. Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana tercantum dalam
Diktum KESATUAN adalah berdasarkan pemuktahiran data permukiman kumuh yang telah
dilaksanakan pada tahun 2017 sampai dengan 2021 oleh Kelompok Kerja (POKJA) Perumahan
dan Kawasan Permukiman (PKP) Kota Pekanbaru.

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan, maka penulis
menetapkan tujuan penelitian yang hendak dicapai yakni untuk mengetahui Bagaimanakah
Evaluasi Pada Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kelurahan Tanah Datar
Kecamatan Pekanbaru Kota Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota
Pekanbaru dan Apa Saja Yang Menjadi Faktor Penghambat yang Dihadapi Oleh Dinas
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Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru dalam Mengatasi Evaluasi
Kawasan Permukiman Kumuh Di Kota Pekanbaru.

Adapun Tujuan Penelian ini adalah untuk mengetahui Evaluasi Pada Program Kota
Tanpa Kumuh (KOTAKU) Oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Di
Kelurahan Tanah Datar Kecamata Pekanbaru Kota dan untuk mengetahui Faktor-Faktor
Apasaja Yang Menjadi Pengambat Evaluasi Pada Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Di Kelurahan Tanah Datar
Kecamatan Pekanbaru.

Tinjauan Pustaka
Konsep Administrasi

Menurut Sondang P Siagian (Beddy Irawan (2017;28) administrasi adalah keseluruhan
proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada
umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah
ditentukan.

Defenisi administrasi yang secara inplisit menggambarkan keseluruhan dimensi itu
dirumuskan oleh The Liang Gie (Zulkifli, 2009:13) administrasi merupakan segenap rangkaian
penataan terhadap pekerja pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama
untuk mencapai tujuan tertentu.

Beddy Irawan (2017;25) juga mengatakan di Indonesia merupakan kegiatan dengan
bantuan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelum sering
didefinisikan dalam artian sempit. Oleh karena itu dijelaskan juga admnistrasi dalam “arti
sempit” maupun “arti luas” sebagai berikut :

1. Administrasi dalam arti sempit
Administrasi khususnya di Indonesia sering dimaknai dengan kegiatan “tulis menulis,
catat ,mencatat, ketik mengentik dan surat menyurat”, yaitu proses kegiatan yang berkaitan
dengan penerima informasi secara tertulis mulai dari penyusunan, penulisan hingga
pengieim informasi dan sampai pada pihak yang telah dituju.

2. Admnistrasi dalam arti luas
Sebagai proses kerjasama saat penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh
sekelompok orang seacara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan secara efesien dan efektif.

Secara etimologis, admnistrasi ditemukan dalam bahasa latin ad dan ministrate, yang
berarti “membantu, melayani, atau memenuhi”, seta administration yang berarti
“pembantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan dan pemerintahan, pengelolaan”.
Administrazione disebut dalam bahasa Italia (dalam Syafri, 2023;3).

Konsep Organisasi
Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan dua orang atau lebih yang bekerja
bersama serta formal terikat dalam rangka pencapaian sesuatu tujuan yang telah ditentukan
dalam ikatan mana terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan
seseorang atau sekelompok orang bawahan. (dalam Yussa Tarmizi, Hendry Andry 2015:14).
Menurut Siagian (2016:6) mendefinisikan bahwa organisasi sebagai setiap bentuk
persekutuan antar dua orang atau lebih yang bekerja sama secara format terikat dalam rangka
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pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seseorang atau
beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang atau sekelompok orang yang disebut
bawahan.

Menurut Dwight Waldo (dalam Syafiie 2018:114) organisasi adalah sebagai suatu struktur
dari kewenangan-kewenangan dan kebiasaan-kebiasaan dalam hubungan antar orang-orang
pada suatu system administrasi.

Menurut Stephen P. Robbins (dalam irawan 2017:38) organisasi diartikan sebagai
kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat
diidentifikasi, bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan
bersama atau sekelompok tujuan.

Konsep Manajemen

Menurut James A. F Stoner (dalam Roni 2020:2) manajemen adalah proses
perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi yang lain, dalam
rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Menurut Robbins dan Coulter (dalam Taufiqurokhman dan Satispi, 2018:7)
menyebutkan manajemen adalah proses pengkoordinasian dan pengintegrasian kegiatan-
kegiatan kerja agar diselesaikan secara efektif dan efisien melalui orang lain.

Menurut Fayol (dalam Taufiqurokhman dan Satispi, 2018:13-14) manajemen adalah
sebuah kegiatan umum dari semua usaha manusia dalam bisnis, pemerintahan, dan rumah
tangga.

Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Drs. Malayu P. Hasibuan, (2017) manajemen sumber daya manusia adalah
ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien
membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

Menurut Barry Cushway (dalam Sedarmayanti 2017:1) manajemen sumber daya
manusia sebagai rangkaian strategis, proses, dan aktivitas yang didesain untuk menunjang
tujuan perusahaan dengan cara mengintegrasikan kebutuhan perusahaan dan individu.

Konsep Evaluasi
Menurut Dunn, Fungsi Evaluasi dalam menganalisis kebijakan adalah menyediakan
informasi valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, kemudian memberikan
kejelasan dan kritik nilai-nilai yang mendasari pilihan tujuan, sasaran, dan penyediaan
informasi bagi perumusan masalah dan informasi praktis. (Dunn, 2013). Kriteria evaluasi yang
dikembangkan oleh Dunn (dalam Subarsono, 2013;126) mencakup lima indicator antara lain :
a. Efektifitas.

b. Kecukupan.

c. Pemerataan.
d. Responsivitas.
e. Ketepatan.

Pengembangan kriteria evaluasi oleh Dunn (dalam Subarsono, 2013;126) sebagaimana
di atas, maka dapat dikembangkan dari setiap item tersebut dengan memberikan makna yang
lebih jelas, yakni :
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a. Efektifitas
Menurut pendapt Mahmudi (2005:92) medefinisikan efektifitas merupakan hubungan
anatara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap
pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.

b. Kecukupan
Kecukupan dalam kebijakan public dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah
dirasakan mencukupi dari berbagai hal. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan
berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, niali
atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn, 2003: 430).

c. Pemerataan
Pemerataan dalam kebijakan public dapat diartikan dengan keadilan yang
memberikan dan diperoleh sasaran kebijakan public. Dunn (2003:434) menyatakan
bahwa kriteria kesamaan erat hubungannya dengan rasionalitas legal, social, dan
menunjuk pada distribusi akibat dan usaha kelompok-kelompok yang berbeda dalam
masyarakat.

d. Responsivitas
Menurut Dunn (2003: 437) menyatakan bahwa responsivitas berkenaan dengan
seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, prefrensi atau nilai
kelompok-kelompok masyrakat tertentu.

e. Ketepatan
Dunn, menyatakan bahwa kelayakan adalah kriteria yang dipakai untuk menyeleksi
sejumlah alternative untuk dijadikan rekomendasi dengan nilai apakah hasil dari
alternative yang direkomendasikan merupakan pilihan tujuan yang layak.

Wirawan (2011:71) menyampaikan evaluasi sebagai suatu masukan yang
menggambarkan kebutuhan yang diperlukan dalam setiap program untuk terus
diperhatikan.

Dengan demikian evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang dilakukan untuk
mendapatkan keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan atau program. Boyle (dalam
Suharto, 2006:120) mengatakan bahwa evaluasi berusaha mengidentifikasi mengenai apa
yang sebenarnya terjadi pada pelaksanaan atau penerapan program. Dengan demikian
evaluasi kebijakan bertujuan untuk :

1. Mengidentifikasi tingkat pencapaian tujuan
2. Mengukur dampak langsung yang terjadi pada kelompok sasaran.

Untuk itu evaluasi merupakan proses formal yang diterapkan untuk menilai kinerja
program dengan langkah mengawasi pelaksanaan program. Salah satu sasaran yang hendak
dilihat adalah ada tidaknya penyimpangan pelaksanaan atas program yang dijalankan sesuai
rencana, sehingga diperlukan penilaian secara terus menerus atas program yang dilaksanakan
agar berbagai bentuk penyimpangan yang tidak sesuai rencana dapat diatasi dan program
berjalan sesuai rencana melalui pengawasan yang intens. Jika ditemukan penyimpangan,
maka dapat dengan cepat dilakukan perbaikan agar tidak menyimpang dari rencana. Untuk
melaksanakan evaluasi dibutuhkan: kinerja yang sesuai dengan harapan, sehingga
dibutuhkan man, money, material, machine, dan method yang dipergunakan untuk
melaksanakan program.

Menurut Wirawan (2011:22-24) tujuan dari evaluasi antara lain :
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Mengukur pengaruh program terhadap masyarakat.
Menilai apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.
Mengukur apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana.

Ll NS

Evaluasi program dapat mengidentifikasi dan menemukan mana dimensi program
yang jalan, mana yang tidak jalan.

5. Pengembangan staf program.

6. Memenuhi ketentuan undang-undang.

7. Akreditasi program.

8. Mengukur cost effectiveness dan cost-efficiency.

9. Mengambil keputusan mengenai program.

10. Accountabilitas.

11. Memberikan balikan kepada pemimpinan dan staf program.

12. Memperkuat posisi politik.

13. Mengembangkan teori ilmu evaluasi dan riset evaluasi.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi digunakan untuk

mengukur suatu program apakah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan program atau
tidak.

Konsep Pelaksanaan

Menurut Wahab dan Van Meter dan Van Horn (2012:135) “Pelaksanaan merupakan
tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok
yang di arahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan”. Dalam hal
ini, pelaksanaan adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara
agar dapat di praktekkan ke dalam masyarakat.

Sedangkan menurut Cahyononim dalam J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zin
(2010:1487) mengatakan Pelaksanaan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik
secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah
dirumuskan.

Konsep Kawasan

Menurut NIA K. Pontah dalam bukunya yan berjudul pengantar perencanaan
perkotaan (2008) kawasan merupakan wilayah dalam batasan fungsional tertentu. Menurut
Undang-undang No. 26 Pada Tahun 2007 mendefinisikan sebagai wilayah yang memiliki
fungsi utama lingkungan atau bididaya. Contohnya kawasan antara lain : kawasan lindung,
kawasan budidaya dalam suatu wilayah kabupatan: kawasan perumahan, kawasan pusat
kota, dan kawasan industry dalam suatu kota.

Kawasan Kawasan Prioritas

Peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan yang menjadi kawasan prioritas
di Kelurahan Tanah Datar mengacu pada beberapa kebijakan yang telah diputuskan
sebelumnya.

Konsep Permukiman

Permukiman merupakan lingkungan perumahan yang berisi berbagai aktivitas di
dalamnya dengan sarana prasarana pendukungnya. Hal ini mempunyai makna yang luas
bahwa diluar permukiman berupa wadah fisik pendukung saja. Sementara permukiman
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merupakan perpaduan antara wadah (Alam, Lingkungan dan jaringan) dan isinya (manusia
yang hidup bermasyarakat dan berbudaya di dalamnya) menurut (Kuswartojo, 1997:21).

Konsep Kawasan Permukiman

Kawasan Permukiman bagian dari lingkugan hidup diluar kawasan lingkungan, baik
berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagian lingkungan tempat
tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung prikehidupan dan
penghidupan. (UU No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman).

Konsep Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidak
teraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta
sarana dan prasarana yang tidak memenubhi syarat.

Konsep Proyeksi Jumlah Penduduk

Proyeksi penduduk merupakan keadaan atau kondisi fertilitas, mortalitas dan migrasi
yang dihitung untuk masa mendatang pada satu kawasan tertentu. Melalui perhitungan ini
dapat diketahui ketercukupan penambahan berbagai fasilitas dan utilitas yang dibutuhkan,
sehingga memudahkan dalam perencanaan kawasan dan perumusan program pembangunan
yang sesuai kebutuhan.

Konsep Proyeksi Jumlah Kepadatan Penduduk

Prediksi jumlah dan sebaran penduduk menjadi sebuah masukkan dasar yang sangat
berguna dalam mengartisipasi berbagi permasalah pada masa mendatang di kawasan
perencanaan.

Metode

Peneliti menarik dan menetapkan sejumlah sampel dan populasi yang dijadikan
sumber data atau informasi daiaman sampel ditarik atau ditetapkan dari sejumlah populasi
penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dengan penelitia survey, diamana penelitan survey
diabatasi sebagai mewakili seluruh populasi. Tipe penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan
suatu metode yang akan digunakan untuk menemukan pengetahuan terhadap subjek
penelitian pada suatu saat tertentu untuk mengungkapkan fakta empiris secara objektif
dengan berdasarkan logika ilmuan.

Metode penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2012;8) merupakan motode
penelitian yang berdasarkanfilsafat positivis, dan digunakan untuk meneliti popolasi dan
sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis dan bersifat
kuantitatif. Penelitian ini akan menuntun si peneliti dalam membuat daftar pertenyaan
kuosioner yang dimaksud untuk diseberkan pada populasi yang sudah ditentukan.

Hasil dan Pembahasan
A. Identitas Responden

Responden penelitian adalah pihak yang dijadikan sampel penelitian atau pihak yang
diberikan daftar pertanyaan yang menyangkut penelitian ini. Dalam pelaksanaan penelitian
yang mengangkat judul Evaluasi Pada Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Oleh Dinas
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Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DiKelurahan Tanah Datar Kecamatan
Pekanbaru Kota. Identitas responden bertujuan memberikan gambaran mengenai keadaan
responden yang menjadi objek utama pada penelitian ini.
1. Jenis Kelamin

Pada identitas responden jenis kelamin di Kelurahan Tanah Datar ini terdiri dari dua
jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Jenis ini mempengaruhi emosional responden
yang bersangkutan terhadap bekerja. Untuk lebih jelas tentang jenis kelamin responden dapat
dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3
Identitas Responden Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.
No Jenis Kelamin Jumlah Responden Persentase
1 Laki-laki 7 88%
Perempuan 1 12%
Jumlah 8 100%

Sumber : Data Penelitian, 2024.

Tabel 4
Identitas Responden Masyarakat Berdasarkan Jenis Kelamin.
No Jenis Kelamin Jumlah Responden Persentase
1 Laki-laki 20 67%
2 Perempuan 6 33%
Jumlah 26 100%

Sumber : Data Penelitian, 2024.

2. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan salah satu identitas yang melekat pada diri seseorang, untuk itu
identitas tingkat pendidikan dalam penelitian dijadikan bagian tidak terpisahkan untuk
digambarkan pada penelitian mengenai evaluasi program KOTAKU di Kelurahan Tanah
Datar Kecamatan Pekanbaru Kota. Tingkat pendidikan menjadi gambaran tentang
pengetahuan yang pernah diterima seseorang dibangku sekolah, sehingga dengan
pendidikan yang melekat pada dirinya mampu menggambarkan pengetahuan, pemahaman,
dan daya analisis dalam menjawab permasalahan yang diteliti. Untuk lebih jelasnya mengenai
tingkat pendidikan responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5
Identitas Responden Pegawai
Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

No Tingkat Pendidikan Responden Persentase
1 S1 2 24%
2 S2 6 76%
Jumlah 8 100%

Sumber : Data Penelitian, 2024.
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Tabel 6

Identitas Responden Masyarakat
Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

No Tingkat Pendidikan Responden Persentase
1 SLTP 2 8%
2 SLTA 19 74%
3 Diploma 1 3%
4 Sarjana 4 15%
Jumlah 26 100%

Sumber : Data Penelitian, 2024.

3. Tingkat usia

Dalam tingkat usia responden menggambarkan kematangan berpikir seseorang dalam

mengambil sebuah keputusan untuk melakukan tindakan yang akan jalaninya. Untuk itu

pada penelitian ini tngkat usia dijadikan salah satu identitas responden, karena usia melekat
pada diri dalam memberikan tanggapan atas evaluasi Pada Program Kota Tanpa Kumuh
(KOTAKU) Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DiKelurahan Tanah

Datar Kecamatan Pekanbaru Kota dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7
Identiatas Responden Pegawai Berdasarkan Tingkat Usia
No Tingkat Usia Responden Persentase
1 20-30 1 12%
2 31-40 2 25%
3 41 -50 5 63%
Jumlah 8 100%

Sumber : Data Penelitian, 2024.

Tabel 8
Identiatas Responden Masyarakat Berdasarkan Tingkat Usia
No Tingkat Usia Responden Persentase
1 20-30 2 13%
2 31-40 8 33%
3 41-50 16 54%
Jumlah 26 100%
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Sumber : Data Penelitian, 2024.

Hasil Penelitian Evaluasi Pada Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Oleh Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DiKelurahan Tanah Datar Kecamatan
Pekanbaru Kota

Evaluasi Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam
menangani permasalah kawasan permukiman kumuh di Kota Pekanbaru Khususnya
Kelurahan Tanah Datar penelitian ini dapat dilihat dan dnilai dari 5 indikator yang menjadi
acuan peneliti yaitu efektifitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan, yang
dimana bertujuan untuk mengevaluasi program yang dibuat oleh Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman dalam mengatasi permasalah permukiman kumuh yang ada di
Kota Pekanbaru khususnya Kelurahan Tanah Datar.

1. Efektivitas

Efektivitas adalah hubungan diaantara output dengan tujuan, semakin besar
kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuannya, maka semakin efektif
organisasi (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) dan program lingkungan
sehat perumahan. Untuk itu pada penelitian ini efektivitas merupakan keterkaitan antara hasil
yang dicapai dengan tujuan yang diharapkan dari kegiatan program Kotaku yang telah
dijalankan dalam upaya mengurangi wilayah kumuh menjadi layak huni.

Hasil ini diperoleh dari sebagian besar responden pegawai telah memberikan
tanggapan pada pertanyaan yang diajukan berkaterori tercapai. Di mana seluruh responden
memberikan tanggapan baik pada pertanyaan membentuk program, masyarakat menyambut
baik program tersebut, menjalankan sosialisasi, dan mengetahui apa yang dibahas pada saat
sosialisasi.

Hasil ini diperoleh dari sebagian besar responden masyarakat telah memberikan
tanggapan pada pertanyaan yang diajukan berkaterori Cukup Tercapai. Di mana seluruh
responden memberikan tanggapan terlaksana pada pertanyaan membentuk program, sudah
lama program dibuat, program bisa mengatasi masalah, melibatkan masyarakat dalam
pembuatan program, masyarakat menyambut baik program ini, sudah menjalankan
sosialisasi program dengan masyarakat, tempat yang dilakukan sosialisasi program, sering
melakukan sosialisasi,dan mengetahui apa saja yang dibahas ketika sosialasi.

Jadi, berdasarkan dari observasi peneliti, disimpulkan bahwa efektivitas program Kota
Tanpa Kumuh (KOTAKU) Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam
mengatasi permasalahan permukiman kumuh di Kelurahan Tanah Datar sudah Cukup
Tercapai.

2. Kecukupan
Kecukupan menjadi salah satu indikator yang ditetapkan dalam mengevaluasi pelaksanaan
program yang dilaksanakan pemerintah daerah dalam mengatasi kawasan permukiman
kumuh dengan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) pada permukiman kumuh yang ada
di Kelurahan Tanah Datar, dan Pelaksanaan pembinaan terhadap masyarakat yang tinggal di
permukiman kumuh yang ada.

Tanggapan yang disampaikan responden pegawai di atas memberikan keterangan
bahwa dalam pelaksanaan program kerja untuk mengatasi permukiman kumuh telah
melibatkan masyarakat setempat sebagai objek yang menerima manfaat atas program
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tersebut, sehingga semua tantangan dna hambatan dijalanikan dengan persetujuan bersama.
Dengan demikian jelaslah bahwa indikator kecukupan telah terpenuhi dalam berbagai aspek
pemerintah dan masyarakat penerima manfaatnya. Di mana pada penilaian terlaksana terlihat
seluruh pegawai memberikan tanggapannya tentang melakukan program Kotaku dan
masyarakat sudah merasakan manfaat program. Sedangkan penilaian cukup terlaksana
ditanggapi pada seluruh item yang ditanyakan.

Berdasarkan dari hasil pemaparan observasi peneliti diatas, maka disimpulkan bahwa
Evaluasi Pada Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan
Kawasan Permukiman Di Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota dalam
indikator kecukupan ini di kategorikan dalam Cukup Tercapai.

3. Pemerataan

Pemerataan menjadi salah satu dari beberapa indikator yang ditetapkan dalam
mengevaluasi sebuah kebijakan, sehingga dalam penelitian pemerataan ditetapkan sebagai
indikator yang dijadikan tolak ukur dalam mengevaluasi program KOTAKU.

Berdasarkan dari observasi yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai indikator
pemerataan, maka peneliti melihat bahwa realisasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
sudah Cukup Terlaksana, meskipun belum merata. Karena pembangunan yang dilakukan
belum semua hanya sebagian saja. Perlu diketahui bahwa dari 13 RT dan 5 RW yang ada di
Kelurahan Tanah Datar, Dinas Perumhan Rakyat dan Kawasan Permukiman hanya
mempunyai wewenang terhdap kawasan itu saja.

Jadi, berdasarkan dari hasil pemaparan hasil observasi peneliti, dapat disimpulkan
bahwa Evaluasi Pada Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Oleh Dinas Perumhan Rakyat
Dan Kawasan Permukiman Di Kelurhan Tanh Datar Kecamatan Pekanbaru Kota dalam
indikator pemerataan ini sudah Cukup Tercapai.

4. Responsivitas

Responsivitas dalam penelitian ini menjadi indikator yang digunakan dalam
mengukur program yang dijalani. Untuk itu telah ditetapkan beberapa sub indikator sebagai
penilaian yaitu untuk Melakukan analisi terhadap perkembangan kawasan permukiman
kumuh di Kelurahan Tanah Datar, dan Melakukan tindakan terhadap pencegahan untuk
perkembanagn kawasan permukiman kumuh di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti mengenai indikator responsivitas,
maka peneliti melihat bahwa Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman telah
melakukan tindakan pencegahan untuk menekan perkembanagna kawasan permukiaman
kumuh yang ada yaitu dengan merealisasikan program Kota Tanpa Kumuh Di Kelurahan
Tanah Datar. Masyarakat sangat mengapresiasi kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman telah menjalankan pembangunan untuk mengatasi permukiman kumuh
ditempat mereka tinggal. Masyarakat juga turut bangga karena diikut sertakan dalam proses
merealisasikan pembangunan, dreinasse dan hydrat kebakaran. Yaitu dengan cara
masyarakat yang memiliki keahlian atau kemampuan untuk melakukan pekerjaan tersebut.

5. Ketepatan

Ketepaan ini tertuju pada nilai ataua harga diri dari tujuan program Kota Tanpa Kumuh
(KOTAKU) dan kuatnya dari hasil asumsi yang menjadi landasan tujuan tersebut. Ketepatan
merupakan kriteria yang dipakai untuk menyeleksi sejumlah langkah alternative yang
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dijadikan untuk rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari langkah rekomendasi itu
menjadi pilihan yang layak.

Dari observasi yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai indikator ketepatan, maka
peneliti melihat bahwa program Kota Tanpa Kumuh yang telah dijalankan di Kelurahan
Tanah Datar suda tepat dan sudah terlaksana dengan cukup baik. Karena Kelurahan Tanah
Datar merupakan salah satu yang termasuk dari beberapa kawasan permukiman kumuh yang
ada di Kota Pekanbaru.

Jadi dari pemaparan dari hasil observasi peneliti diatas, dapat disimpulkan bahwa
Evaluasi Pada Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan
Kawasan Permukiman Di Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota dalam
indikator ketepatan sudah cukup terlaksana.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Masyarakat Dalam Program Kota Tanpa Kumuh
(KOTAKU) di Kelurahan Tanah Datar bahwa fasilitas yang diberikan kepada masyarakat
tidak bisa mereka gunakan secara optimal sesuai dengan fungsinya serta kesadaran
masyarakat yang kurang bahwa kekumuhan tersebut merupakan permasalahan yang harus
mereka selesaikan sendiri, pemerintah hanyar sebagai alat membantu untuk menyediakan
fasilitas yang mereka perlukan untuk permasalahan tersebut. Menyebabkan program ini
kurang optimal meski dari pihak pemerintah sudah melakukan tugasnya dengan baik, karena
program ini dalah masyarakat itu sendiri. Program akan dikatakan berhasil
apabila fasilitas yang dibangun bisa digunakan oleh masyarakat.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai indikator
kecukupan, peneliti melihat bahwa dalam merealisasikam program kota tanpa kumuh
(KOTAKU), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru embangun
drainasse, perbaikan jalan rusak, hydrant kebakaran. Sebelum melakukan pembangunan ini
pihak dinas harus terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, yakni
melakukan inventarisir terhadap mayarakat sekita yang meiliki kemauan kerja sama agara
masyarakat terlibat dalam pembangunan tersebut. Hasil dari program Kota Tanpa Kumuh
(KOTAKU) ini tidak ada lagi banjir ketika hujan di Kelurahan Tanah Datar, namun kesadaran
masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya masih kurang, sehingga lingkungan
masih terlihat kotor dan kurang bersih.

Faktor Penghambat Evaluasi Pada Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Oleh Dinas
Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Di Kelurahan Tanah Datar Kecamatan
Pekanbaru Kota

Berdasrkan dari analisis hasil peneliti yang dilakukan mak dapat diambil kesimpulan
beberapa hal apa saja yang menjadi factor penghambat dalam Evaluasi Pada Peogram Kota
Tanpa Kumuh (KOTAKU) Oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Di
Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota, yaitu sebagai berikut ini :

1. Dinas Perumhan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru kurang
melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai program Kota Tanpa Kumuh
(KOTAKU) dan pentingnya menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat.

2. Tingkat kesadaran terhadap masyarakat yang kurang dalam memerhatikan
lingkungan sekitar masih rendah, yakni dengan membuang sampah sembarangan,
tidak melakukan gotong royong dengan rutin dalam seminggu, akibatnya sampah
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menjadi berserakan, drainasse tersumbat sehingga lingkungan menjadi kotor dan
tidak bersih.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian Evaluasi Pada Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Oleh
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Di Kelurahan Tanah Datar Kecamatan
Pekanbaru Kota dapat diambil kesimpulan bahwa Program Dinas Petumhan Rakyat dan
Kawasan Permukiman dalam mengatasi permasalahan permukiman kumuh di Kelurahan
Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota berada pada kategori 50% dari hasil jawaban seluruh
responden pegawai dan masayarakat yang terletak pada kategori 34%-66%.

Jadi dari pemaparan dari hasil observasi peneliti diatas, dapat disimpulkan bahwa
Evaluasi Pada Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan
Kawasan Permukiman Di Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota dalam
indikator ketepatan sudah cukup terlaksana.
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